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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan

SKPD
Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari
DPA-SKPD  : 2.00.04.2.00.04.01.174.019
Program : Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan . Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK)
Masukan : Tersedianya dana Rp. 207.768.000,-
Keluaran : Terpeliharanya tanaman tahun pertama
Hasil : Meningkatnya keberhasilan tanaman
Kel.Sasaran :  UPTD KPHL Hulu Batanghari
Kegiatan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu upaya menekan laju kerusakan hutan adalah melalui rehabilitasi hutan

dan lahan (RHL). Rehabilitasi di dalam kawasan hutan adalah upaya memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendudkung system penyangga
kehidupan tetap terjaga. Tujuan penyelenggaraan RHL adalah menurunnya tingkat
kerusakan hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat
berfungsi sebagai media produksi dan media tata air.

Dalam upaya mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan tersebut Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang mengatur penyelenggaraan rehabilitasi
serta reklamasi hutan pada semua fungsi hutan serta areal penggunaan lain,
pembagian kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah, pemerintah daerah serta
pemegang ijin kawasan untuk melakukan penyelenggaraan RHL yang mencakup
perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. Kewajiban melakukan RHL pada
lahan kritis di semua fungsi kawasan mengharuskan pemerintah, pemerintah
daerah serta pemegang ijin kawasan mengalokasikan kegiatan RHL dari berbagai
sumber anggaran dengan berpedoman pada ketentuan PP Nomor 76 Tahun 2008.

Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan hutan negara dalam upaya
menjaga dan meningkatkan fungsi perlindungan tata air dan pencegahan bencana
alam banijir, longsor, dan/atau untuk meningkatkan produktivitas lahan

Untuk itu pada tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi "
Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UF ™
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Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) di Dalam Kawasan Hutan sebesar
Rp.207.768.000,-

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, agar terlaksana secara tertib,
sistematis, baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, maka perlu disusun
Kerangka Acuan Kerja (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

1.

Maksud

Sebagai arahan/salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan Pemeliharaan
Tanaman Tahun Pertama (DAK) di dalam kawasan hutan Hutan di wilayah
KPHL Hulu Batanghari

Tujuan

Terwujudnya penurunan luas lahan kritis melalui pelaksanaan Pemeliharaan
Tanaman Tahun Pertama (DAK) di dalam Kawasan Hutan

C. Dasar Pelaksanaan

a.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-undang;

Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4947);

Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Nomor
P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II[/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif kegiatan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.
104/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
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C.  Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Rencana pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama DAK
dijadwalkan selama 1 (satu) tahun, seperti tabel dibawah ini

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tiwdel | Tl Trtwlan I Triwalan ¥
o | Feb | Mar | Mpr | Mol | Jon | ol [ Agust| Sep | Okt [ Mop [ Des

LIRAIAN

Helanya Bahan Pakat Hobis

Belanja Getak dan Penggandaan
Helanja Hahan/ Matorial

Helanja Perjalanan Dinas Dalam Dagrah
Honararium Non PNS

D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat

2. Penanggung Jawab Kegiatan/KPA : Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari

3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan
Pemberdayaan Masyarakat

4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Anggaran

DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019,

5. Anggota ¢ Seluruh  Staf seksi Perlindungan,
Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem dan Pemberdayaan
Masyarakat

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) dilakukan
berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-OPD Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis dilaksanakan melalui pembelian dan pembayaran
langsung.

2. Belanja Bahan/ Material dilaksanakan melalui pembayaran langsung melalui Nomor
Rekening Kelompok Kerja dan melalui pembayaran LS melalui nomor rekening
pengada/ Kontraktor.

3. Belanja Cetak dan Penggandaan dilaksanakan melalui Pembayaran langsung.

4. Honorarium Non PNS dilaksanakan melalui pembayaran langsung melalui Nomor
Rekening Kelompok Kerja.
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